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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
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mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
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Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang dengan susah payah
telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini, kepada Bapak Dr.
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memberikan pengarahan selama saya menempuh jenjang Pendidikan di
UISU, kepada Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Kepada lbu



Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya
dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, kepada Bapak Drs. Sutarni,
SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan.selanjutnya kepada Bapak
Dr.lbnu Affan, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing | dan Ibu Maria Rosalina,
SH.M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi S1 Illmu Hukum Fakultas
Hukum UISU sekaligus selaku dosen pembimbing Il yang telah meluangkan
waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi
ini, kepada Bapak Jauhari Ginting, SH.MH, sebagai Ketua Bagian Hukum
Tata Negara yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam
penyelesaian skripsi ini, dan Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU
yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama
mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga
tenaga kepegawaian yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah

SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.
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